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BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 38

TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBERIAN BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN VOUCHER

LISTRIK SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH

KABUPATEN ACEH JAYA

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

Menimbang

Mengingat

BUPATI ACEH JAYA,

a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan bantuan

pemasangan listrik gratis bagi keluarga miskin di wilayah

Kabupaten Aceh Jaya, perlu adanya pengaturan lebih lanjut

mengenai pelaksanaan penyaluran bantuan yang dilakukan

secara swakelola;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian

Bantuan Pemasangan Instalasidan Voucher Listrik secara Gratis

bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten

Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh

Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

7. Undang-Undang Nomor 11Tahun 2006 tentang Pemerintahan

Aceh (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor

62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4633);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4967);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun

2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5052);

10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

IndonesiaTahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);



ll.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 310);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang

Pedoman Pemberian Hibahdan Bantuan Sosial yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara

Republik IndonesiaTahun 2016 Nomor 541);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 2036);

16.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);

17.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan

Sosial (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 11);

18.Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 09);
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19.Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan

Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik secara Gratis bagi

Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya (Berita

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERIAN

BANTUAN PEMASANGAN INSTALASI DAN VOUCHER LISTRIK

SECARA GRATIS BAGI KELUARGA MISKIN DI WILAYAH

KABUPATEN ACEH JAYA.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 38
Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pemberian
Bantuan Pemasangan Instalasi dan Voucher Listrik secara Gratis
bagi Keluarga Miskin di Wilayah Kabupaten Aceh Jaya (Berita
Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 38), diubah sebagai
berikut :

Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai

berikut :

(1) Untuk pelaksanaan bantuan pemasangan instalasi dan

pemberian voucher listrik Keluarga Miskin dibentuk Tim

Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.

(2) Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan Tim Pengawas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Pengguna Anggaran.

(1) Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

mempunyai tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan,

jadwal pelaksanaan dan rencana biaya.

(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

mempunyai tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan

Pasal I

BAB VI

PERSIAPAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pasal 8
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melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan

dan penyerapan anggaran.

(3) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1),

mempunyai tugas pengawasan administrasi, teknis dan

keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil

pekeijaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan inidengan penempatannya dalam Berita

Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 2h Juli_2018 M

l°Dzulqaidah 1439 H

CEH JAYA,

Diundangkan di Calang
pada tanggal 21 Juli 2018 M

10 Dzulqaidah 1439 H

RIS DAERAH
kACEH JAYA

.TAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2018 NOMOR ?l




